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Bankkonvensionalmerupakanbadanusaha yang menghimpun dana 

darimasyarakatdalambentuksimpanandanmenyalurkannyakemasyarakatdalambentukpembiayaandanat

audalambentuklainnyagunameningkatkantarafhidup orang banyak.Salahsatu bentuk penggunaan 

bank konvensional adalah pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS),Sedangkanmayoritas 

PNS adalahberagama Islam, yang 

tentunyaberhakuntukmelaksanakanajaranagamanyadenganbenarsesuaidengan yang 

diyakininya.Denganadanyakerjasamadengan bank konvensional yang 

mengaturdanmengharuskan PNS untukmenerimagaji di Bank konvensional, 

halinimemaksaseorang PNS untukmenggunakan bank Konvensional, sedangkandalamajaran 

Islam terdapataturan yang mengharamkanbunga. Hasilakhir yang 

diinginkanadalahmemberikanhak yang seharusnyadimilikiolehsetiap PNS 

sebagaiwarganegarauntukmenjalankanajaranagamanya. 

Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif, yang membahasdoktrin-

doktrinatauasasdalamilmu hokum. 

Adapunsifatpenelitianiniadalahdeskriptifanalitisdenganpendekatankualitatifterhadapbahanhuk

um yang diperoleh. 

Hasilpenelitianiniadalahsebagaiberikut: pertama, 

Mekanismepembayarangajiberdasarkanperundang-undanganmasing-

masinglembagamenyusunrencanakerjadananggaran, penggunaanggaranmembuat SPM dan 

KPPN mengeluarkan SP2D kepada bank operasional, denganketentuan bank 

operasionaldapatpada bank konvensionaldansyariah. Kedua, 

mekanismepembayarangajipadaperjanjiankerjasamadilakukandengankewajibanmembuatreke

ningpada bank BRI bagisetiapsatkerdanpegawai yang 

akandigunakansebagaitempatpembayarangaji. Ketiga, perjanjiankerjasamaantaraKemenagdan 

Bank BRI 

telahmenyalahiatautidakrelevandenganperaturankementeriankeuangankarenaadanyapaksaanp

enggunaan bank BRI untukpembayarangajinya, danperjanjiankerjasamaitu juga 

telahmenyebabkandiskriminasitidaklangsungdanmelanggarasaskebebasanberagamapadaunda

ng-undangdasarRepublik Indonesia, dengandemikianmakaperjanjianinidapatdikatakanbatal 

demi hokum atautidakdapatberlakulagi. 
 


